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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu  

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana 

Kehutanan Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 

2021-2040; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan 

Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera 

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1103); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3419);  

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1990 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725);  
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6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059);  

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 

Nomor 5432); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635); 

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-

II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 460); 

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menhut-

II/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana 

Kehutanan Tingkat Provinsi; 
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13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.41/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2019 tentang 

Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-

2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 928);  

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 157); 

15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera 

Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6); 

16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara 

Tahun 2017–2037 (Lembaran Daerah Provinsi 

Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2); 

17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran 

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara 

Nomor 50); 

18. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang 

Susunan Organisasi Dinas–Dinas Daerah Provinsi 

Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera 

Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah 

diubah terakhir kali dengan Peraturan Gubernur 

Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas 

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 
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2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah 

Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi 

Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 9); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : RENCANA KEHUTANAN TINGKAT PROVINSI SUMATERA 

UTARA TAHUN 2021–2040. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

(1) Provinsi adalah Provinsi Sumatera Utara. 

(2) Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi 

Sumatera Utara. 

(3) Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sumatera Utara. 

(4) Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera 

Utara yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan 

bidang Kehutanan. 

(5) Unit Pelayanan Teknis yang selanjutnya disingkat 

UPT adalah Unit Pelayanan Teknis Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi 

Sumatera Utara. 

(6) Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Sumatera Utara 

Tahun 2021-2040 yang selanjutnya disebut RKTP 

Sumatera Utara Tahun 2021-2040 adalah rencana 

yang berisi arahan makro pemanfaatan dan 

penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan 

hutan utuk pembangunan kehutanan dan 

pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan 

kawasan hutan serta perkiraan kontribusi sekitar 

kehutanan di wilayah Provinsi Sumatera Utara untuk 

jangka waktu 20 Tahun. 

 

Pasal 2 

Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Sumatera Utara 

Tahun 2021–2040 dimaksud sebagai acuan : 



- 6 - 
 

 
 

a. penyusunan rencana pengelolaan hutan di tingkat 

Kesatuan Pengelolaan Hutan; 

b. penyusunan Rencana Strategis Dinas dan UPT; 

c. penyusunan Rencana/Program Pembangunan 

Daerah Bidang Kehutanan di Provinsi Sumatera 

Utara; 

d. koordinasi perencanaan antar sektor antar Instansi 

Kehutanan Pusat dan Daerah (Provinsi dan 

Kabupaten/Kota); 

e. pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan, 

Kesatuan Pengelolaan Hutan dan UPT; 

 

BAB II 

RENCANA KEHUTANAN TINGKAT PROVINSI SUMATERA 

UTARA TAHUN 2021-2040 

Pasal 3 

(1) Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Sumatera 

Utara Tahun 2021-2040 disusun dengan 

sistematika sebagai berikut: 

a. BAB I Pendahuluan; 

b. BAB II Potensi dan Realitas; 

c. BAB III Arahan Indikatif dan Kebijakan 

Pengurusan Hutan; 

d. BAB IV Visi dan Misi Pengurusan Hutan; 

e. BAB V Analisa Kekuatan, Kelemahan, 

Ancaman, dan Peluang; 

f. BAB VI Kebijakan Strategi; 

g. BAB VII Target dan Kontribusi Manfaat 

Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan; 

h. BAB VIII Penutup. 

(2) Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Sumatera 

Utara Tahun 2021-2040 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I dan 

Lampiran II dalam lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur 

ini. 
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Pasal 4

Instansi yang membidangi rencana dibidang kehutanan

menyusun Rencana Kehutanan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 humf a, huruf b dan huruf c'

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatafflya dalam Berita Daerah Provinsi sumatera

!Jtara,

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 4 April 2022

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan

pada tangga1 6 Apri1 2022

巧 .SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

AFIFI LUBIS

BERITA DAERAH PROヽ 覆NSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 13

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA TINGKAT I
NIP,19710413199603 1002



LAMPIRAN I PERATURAN G∪ BERN∪ R SUMATERA∪丁ARA
NOMOR
丁ANGGAL
丁ENTANG

i13 TAHUN 2022

:4 APRIL 2022

:RENCANA KEH∪丁ANAN TINGKAT PROVINSI
SUMATERA∪ TARA 2021-2040
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RINGKASAN SINGKAT

Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2040

merupakan rencana makro arahan pengurusan hutan provinsi yang disusun

berdasarkan analisis spasial kawasan hutan. Arahan makro pengurusan hutan

Provinsi Sumatera Utara disusun untuk mewujudkan hutan lestari dan berkeadilan

untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah

ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menhut-lll2o12

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP)

menyebutkan bahwa RKTP disusun oleh instansi provinsi yang membidangi urusan

kehutanan dan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur. Untuk melaksanakan

Peraturan Menteri Kehutanan tersebut, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

melalui Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sebagai instansi yang membidangi

urusan kehutanan bekerjasama dengan Universitas Sumatera Utara telah menyusun

Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Tahun 2a21,-2040 dengan mengacu

kepada Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2Afi,-2030. sekaligus

akan dijadikan acuan penyusunan Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan (RKPH).

Maksud disusunnya Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2021-2040 adalah sebagai arahan makro pemanfaatan dan penggunaan

spasial potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di

luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan untuk jangka waktu 20 tahun.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 579/Menhut-

ll/2014 Tanggal 24 Juni 201-4 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara jo.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 8088/MenLHK-

PKTL/KUH/Pla.2/1,1,12a18 tanggal 23 November 2018 tentang peta perkembangan

Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Tahun 2017

bahwa luas kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara adalah t 3.009.212,24 ha atau

41,52 % dari luas wilayah daratan. Berdasarkan fungsinya sebagian besar kawasan

hutan tersebut didominasi oleh kawasan Hutan Lindung (HL) seluas

! 1.199.236,17 ha (39,85 %), Kawasan Hutan Produksi (Hp) seluas

! 674.856,34 (22,42 %), Kawasan Hutan Produksi Tetap (HpT) seluas

t 634.938,43 (2!,i0 %), Kawasan suaka Alam (KSA)/Kawasan pelestarian Alam

(KPA)/Taman Buru (TB) seluas t 421,.150.85 Ha (14,00 %) dan Kawasan Hutan

konversi (HPK) seluas t 79.030,45 Ha Q,63 %). Dengan pertimbangen kontribusi

Rencona Kehutanan Tingkat Provinsi Sumatera Utarq Tahun 202L-2040



ekologi, ekonomi, dan sosial budaya kehutanan Provinsi Sumatera Utara maka

disusunlah arahan kebijakan pengurusan hutan yang sejalan dengan arahan

pengurusan hutan nasional seperti yang tertuang dalam RKTN Tahun 2011-2030.

RKTN memberikan enam arahan pengurusan hutan dengan sejumlah kriteria yang

telah ditetapkan, yaitu : Kawasan untuk Konservasi, Kawasan untuk Perlindungan

Hutan Alam dan Eksosistem Gambut, Kawasan Prioritas Rehabilitasi, Kawasan utuk

Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi, Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis

Masyarakat dan Kawasan untuk Non Kehutanan. Arahan tersebut dipandang sesuai

dengan kondisi kehutanan di Provinsi Sumatera Utara. Namun demikian, pada

persandingan antara RKTN dan RKTP terdapat ketidaksesuaian antara arahan

Kawasan untuk Perlindungan Hutan AIam dan Eksosistim Gambut serta Kawasan

untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis keruangan (spasial), menunjukan bahwa dua

arahan dominan adalah untuk Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis

Masyarakat (37,48%) dan Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi

(20,05o/o). Empat arahan lainnya adalah Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan

Ekosistem Gambut (1.4,4A%), Kawasan untuk Konservasi (13,34%), Kawasan Prioritas

Rehabilitasi (9,37%),, dan Kawasan untuk non kehutanan (5,35%).

Dengan mengacu pada surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

579/Menhut-ll/201,4 Tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera

utara jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:

SK. 8088/MenLHK-PKTL/KUH/Pla.2/1,1,/2AIS tanggal 23 November 2018 tentang Peta

Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan

Tahun 2017, maka arahan indikatif kebijakan pengurusan hutan Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2AU.-204A adalah sebagai berikut :

t. Kawasan untuk Konservasi seluas t 401,425,81 ha atau 13,34 % dari luas

kawasan hutan. Kawasan ini tujuan utamanya diarahkan untuk konservasi

sumber daya hutan. Dalam pengelolaannya tetap mempertimbangkan aspek

ekonomi, sosial dan lingkungan dan mempertimbangkan aspek pemanfaatan,

perlindungan dan pengawetan.

2. Kawasan untuk perlindungan hutan alam dan ekosistem gambut seluas

t 433.406,52 ha alau 74,40 o/o dari luas kawasan hutan. Kawasan ini tujuan

utamanya diarahkan untuk melindungi ekosistem hutan alam dan gambut serta

penyediaan karbon. Pemanfaatan kedepan dapat dilakukan tanpa meninggalkan

Rencons Kehutanon Tingkctt Provinsi Sumcttera Utaro Tqhun 2021_-2040



tujuan dan fungsi utamanya. skema-skema perdagangan karbon dapat

diarahkan melalui pemanfaatan kawasan ini.

3. Kawasan prioritas rehabilitasi seluas t 282.088,13 ha atau 9,37 % dari luas

kawasan hutan. Kawasan hutan ini penekanannya diarahkan untuk percepatan

rehabilitasi karena kondisinya berada dalam wilayah DAS kritis dan areal bekas

pertambangan. Apabila proses rehabilitasinya telah selesai dapat dilakukan

pemanfaatan sesuai fungsi dan arahan pemanfaatannya.

4. Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi seluas t 603.303,52 ha

atau 20,05 % dari luas kawasan hutan. Kawasan ini tujuan utamanya diarahkan

untuk pengusahaan hutan skala besar (korporasi) dengan berbagai skema,

antara lain IUPHHK- HAIHT/RE.

5. Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat seluas

! 1..L27.910,66 ha atau 37,48 o/o dari luas kawasan hutan. Kawasan ini tujuan

utamanya diarahkan untuk pengusahaan hutan skala kecil (masyarakat) dengan

berbagai skema (HTR, HKm, HD). Pada kawasan ini diharapkan peran serta dan

akses masyarakat terhadap sumber daya hutan menjadi terbuka,

6. Kawasan untuk non kehutanan seluas t L61,.077,64 ha atau 5,35 % dari luas

kawasan hutan. Kawasan ini merupakan kawasan yang disiapkan untuk hutan

rakyat dan untuk memenuhi kebutuhan sektor non kehutanan. prosesnya tetap

melalui prosedur perundangan atau ketentuan yang berlaku.

RKTP Sumatera Utara Tahun 2A21.-2040 diharapkan menjadi acuan bagi pihak-

pihak terkait dalam pembangunan ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan di

Provinsi Sumatera Utara yang berkaitan atau berkepentingan dengan kawasan hutan.

Penyesuaian rencana dapat dilakukan sejalan dengan perjalanan waktu dan dinamika

pengurusan hutan di provinsi ini.

Proses penyusunan rencana kehutanan tingkat provinsi ini melalui pertemuan

konsultasi masyarakat dengan mengundang berbagai pihak sehingga diharapkan

dapat terbangun dukungan kuat dari para pihak dansektor terkait dalam

implementasinya. Sebagai pelengkap dan pendukung RKTP Sumatera Utara Tahun

202L'2a40. dokumen ini dilengkapi dengan data dan informasi spasial berupa peta-

peta yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini.

Rencona Kehutanan Tingkat provinsi sumotera utara Tahun 2oz1-2040
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|= PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Sumatera Utara memiliki luas daratan sebesar t 72.981,,23 km2 dan

luas lautan sebesar t 110.000 km2 serta luas badan air Danau Toba sebesar

t 1.124 km2 yang sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera dan sebagian

kecil berada di Pulau Nias, Pulau-pulau Batu serta beberapa pulau kecil, baik di

perairan bagian barat maupun di bagian timur pulau sumatera (BpS, 2o1g).

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 579/Menhut-

|11201,4 Tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara jo.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. BgBB/MenLHK-

PKTL/KUH/P1a.2111,12018 tanggal 23 November 2018 tentang peta perkembangan

Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Tahun 2017

bahwa luas kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara adalah t 3.009.21,2,27 ha atau

41,52 % dari luas wilayah daratan. Berdasarkan fungsinya sebagian besar kawasan

hutan tersebut didominasi oleh kawasan Hutan Lindung (HL) seluas

t 1.199.236,17 ha (39,85 %), Kawasan Hutan produksi (Hp) seluas t 674.856,33

(22,42 %), Kawasan Hutan Produksi retap (Hpr) seluas t 634.939,43 (21,,j,0 %),

Kawasan Suaka Alam (KSA)/Kawasan Pelestarian Alam (KPA)/Taman Buru (TB) seluas

t 421.150,87 Ha (14,00 %) dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HpK)

seluas t79.030,49 Ha (2,63 %). Adapun perubahan luas kawasan Hutan di provinsi

Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel 1.1
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Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang dikaruniai potensi

sumber daya alam (hutan) yang melimpah, baik ditinjau dari segi luas kawasan hutan

maupun dari segi keanekaragaman hayati. Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara

sudah sejak lama telah membangun hubungan yang harmonis dengan hutan, karena

hutan merupakan sumber kehidupan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti

sumber air untuk kebutuhan sehari-hari dan keperluan pertanian. Di samping itu,

masyarakat juga memanfaatkan kayu, hasil hutan bukan kayu, atau jasa lingkungan

serta hasil hutan ikutan lainnya yang ada disekitar lokasitempat tinggal mereka.

Sehingga dapat dikatakan bahwa hutan merupakan elemen penting dalam

berbagai aspek kehidupan masyarakat, bahkan berfungsi sentral dan integrative

dalam menyelamatkan alam beserta kehidupan keanekaragaman hayati dalam satu

lingkup ekosistem.

Hutan memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan. Manfaat hutan tersebut

diperoleh apabila hutan terjamin eksistensinya sehingga dapat berfungsi secara

optimal. Fungsi ekologi, ekonomi dan sosial dari hutan akan memberikan peranan

nyata apabila pengelolaan sumberdaya hutan seiring dengan upaya pelestariannya

guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Hutan berperan penting bagi

masyarakat, namun di sisi lain berbagai aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat

pada akhir-akhir ini dapat mengurangi luas dan fungsi kawasan hutan, yang pada

gilirannya akan mengarah kepada degradasi dan deforestasifungsi kawasan hutan.

Degradasi dan deforestasi ini disebabkan oleh perambahan, penebangan liar,

kebakaran hutan dan konversi hutan untuk kegiatan non kehutanan. Oleh sebab itu,

kawasan hutan itu perlu dipertahankan baik dari segi luasan maupun fungsi hutan itu

sendiri dengan perencanaan kehutanan yang mempertimbangkan faktor-faktor

lingkungan dan kondisi sosial masyarakat yang disusun menurut jangka waktu

perencanaan, skala geografis dan menurut fungsi pokok kawasan hutan sebagaimana

dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal

2a. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tanggal

18 Oktober 2OO4 tentang Perencanaan Kehutanan dijelaskan bahwa rencana

kehutanan tersebut meliputi tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten

dimana rencana kehutanan tingkat provinsi disusun berdasarkan hasil inventarisasi

hutan tingkat provinsi dan memperhatikan rencana kehutanan tingkat nasionai.
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Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) telah ditetapkan melalui

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menh ut-ll/20l1 tentang Rencana

Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 201,1, - 2030, yang memuat arahan makro

penyelenggaraan pembangunan kehutanan untuk menjamin kelestarian fungsi dan

manfaatnya dalam penyediaan barang dan jasa secara berkelanjutan dan berkeadilan

melalui: 1) arahan makro spasial alokasi kawasan hutan sebagai acuan pengendalian

dan perubahan tata ruang; dan 2) arahan makro kebijakan, strategi dan target

pengelolaan sumber daya hutan lndonesia.

Revisi Rencana Kehutanan Tingkat Nasional dapat dilakukan paling sedikit sekali

dalam 5 (lima) tahun. Revisi I RKTN dilaksanakan pada tahun 2019 dan mempunyai

arti penting dalam :

1,. Evaluasi kinerja pengurusan dan pembangunan kehutanan.

2. Penyesuaian dengan perkembangan paradigma dan tantangan strategis

nasional, regional dan global.

3. Penyelarasan dengan peraturan perundang-undangan terkait.

4. Reformasi pengurusan kehutanan sampai dengan tahun 2030.

5. Acuan bagi para pihak dalam penyelenggaraan pengurusan dan pembangunan

kehutanan sampai dengan tahun 2030.

Revisi RKTN tahun 2011-2A30 telah disahkan melalui Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor p.41lMenlhk/setjen/Ku m.1,17 /2afi tanggal

31 iuli 2019. Revisi tersebut dimaksudkan untuk menyempurnakan arahan

kebijakan, target dan strategi pengurusan hutan dan penyelenggaraan kehutanan

sampai dengan tahun 2030 untuk memperkuat peran dan kontribusisosial,

lingkungan dan ekonomi dalam pembangunan nasional, regional dan global.

Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030 digunakan

sebagai acuan bagi penyusunan dokumen rencana kehutanan yang lebih operasional

di bawahnya. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menhut-

lllzAn tanggal 9 Januari 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan

Tingkat Provinsi (RKTP) Pasal 3 menyebutkan RKTP disusun oleh instansi provinsi

yang membidangi urusan kehutanan dan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Untuk melaksanakan penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTp),

maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kehutanan sebagai instansi

yang membidangi urusan kehutanan telah menyusun Rencana Kehutanan Tingkat

Provinsi (RKTP) Tahun 2O21,-2A4o dengan mengacu kepada Rencana Kehutanan

Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030 Revisi l, sekaligus akan dijadikan acuan
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dalam Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan (RKPH) serta rencana penyelenggaraan

dan pengelolaan kehutanan di tingkat provinsi.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2021,-2040 adalah sebagai arahan makro pemanfaatan dan

penggunaan spasial dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan

pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan serta perkiraan

kontribusi sektor kehutanan di wilayah Provinsi Sumatera Utara untuk jangka waktu

20 tahun.

1.3. Dasar Hukum

t. Undang-Undang Nomor 24 Tahun l-956 tentang Pembentukan Daerah Otonom

Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1956 Nomor 64. Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun l-990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1990

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 4l- Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 1990 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2oo4 Nomor 8G, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4 1\;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 442j.);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor

L40, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 505g);
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7.  Undang― undang Nomor 23 丁ahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244′  丁ambahan
Lembaran Negara Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang― undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang― undang Nomor 23丁ahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republlk indonesia Tahun 2015 Nomor 58′  Tambahan

Lembaran Negara Republikindonesia Nomor 5679);

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 44丁ahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 146′ Tambahan

Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 4452),

9,  Peraturan Pemerintah Nomor 45 丁ahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 147′  Tambahan

Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4453),sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintan Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

(Lembaran Negara Republlk lndonesia Tahun 2009 Nomor 137′ Tambahan

Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 5056);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 丁ahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah(Lembaran Negara Republik lndonesia ttahun 2007 Nomor 89′ Tambahan

Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan

Hutan(Lembaran Negara Republik lndonesla Tahun 2010 Nomor 30′ 丁ambahan

Lembaran Negara lndonesia Nomor 5112)sebagaimana telah beberapa kall

diubah′ terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Penggunaan Kawasan Hutan(Lembaran Negara Republik lndonesia ttahun 2015

Nomor327′ Tambahan Lembaran Negara lndonesia Nomor 5795),

12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 201l tentang Pengelolaan Kawasan

Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik

lndonesia ttahun 201l Nomor 56′  Tambahan Lembaran Negara Republlk

indonesia Nomor 5217)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 28丁ahun 201l tentang Pengelolaan Kawasan suaka Alam

dan Kawasan pelestattan Alam (Lembaran Negera Republik lndOnesia Tahun

2015 Nomor330′ 丁ambahan Lembaran Negara Republiklndonesia No 5798)j
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13. Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana

Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan sekitarnya (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2014 Nomor 191);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhutll/2010 tentang sistem

Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

a60l;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor p. g/Menhul-ll/2011, tentang Rencana

Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN)Tahun 201,1"-7030 sebagaimana telah direvisi

melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor

P.41lMenlhk/setjen/Kum.1,/7/2019 Tentang Rencana Kehutanan Tingkat

Nasional Tahun 20L1,-2030 (Berita Negara Republik lndonesia Tahun zo1;g

Nomor 928);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menhut-ll/zol2 tentang pedoman

Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P. 83/Men I h klSetjen/Ku m.L / 1,0 / 2Ol-6 tenta ng perh uta n a n Sosia l;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.21lMenlhk/setjen /Kum.1 /4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak;

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 579/Menhut-lll2or4 tentang Kawasan

Hutan Provinsi Sumatera Utara jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor : sK. 8088/MenLHK-pKTL/KUH/pla.z/1-r/2018 tentang peta

Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara Sampai

Dengan Tahun 2017;

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

sK 312lMenlhk/Setjen /PSKL.1./4/2019 tentang peta Hutan Adat dan wilayah

lndikatif Hutan Adat Fase 1-;

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

SK. 6394/MenLHK-PKTL/Ren/PLA.O/7/2019 tentang Peta tndikatif dan Areal

Perhutanan Sosial (Revisi lV);

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :7434/MenLHK-

PKTL/KUH/PLA.2|9/2019 tentang Peta lndikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk

Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) (Revisi lV);

14.

15.

16.

17.

Ｏ
Ｏ
■
■

19

20

21.

22
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23. Keputusan   Menteri   Lingkungan   Hidup   dan   Kehutanan   Nomor

SK.851/Menlhk― PKttL/IPSDH/PLA.1/2/2020 tentang Penetapan Peta indikatr

Penghentian Pemberian lzin Baru Hutan Alarn PrirYler dan Lahan Cambut Tahun

2020 Periode l;

24. Peraturan Daerah Provinsi sumatera utara Nomor ll丁 ahun 2008 tentang Tata

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi sumatera utara

(Lembaran Daerah Provinsi sumatera utara ttahun 2008 Nomor ll′ Tambahan

Lembaran Daerah Pro宙 nsi sumatera utara Nornor ll);

25, Peraturan Daerah Provinsi sumatera utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan organisasi Perangkat Daerah Provinsi sumatera utara;

26. Peraturan Daerah Provinsi sumatera Utara Nomor 2 丁ahun 2017 tentang

Rencana Tata Ruang v/‖ ayah Provinsi Sumatera UtaraTahun 2017--2037;

1.4. Sistematika penulisan

Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Sumatera utara ttahun 2021-2040 disusun

dengan sistematika sebagai berikut:

BABI.     PENDAHULUAN

l.l   Latar Belakang

l.2 Maksud dan Tujuan

l.3  Dasar Hukum

l.4  Sistematika Penulisan

BAB‖ ,     PoTENSI DAN REALITAS

2.l  Potensi dan Kondisi Umum Kawasan Hutan Provinsi Sumatera

2.2  
‖:i[]ibusi Sektor Kehutanan Provinsi(Ekonorni′  Ekologi dan

2.3  Sosial Budaya)

24印tttTatti:眈礼1:TttinmF山 Ⅶayah
Provinsi/Kabupaten/Kota

BAB‖ |.    ARAHAN INDIKATIF KEBI」 AKAN PENGURUSAN HUttAN PROVINSI
SUMATERA UttARA

BAB IV.    VISI DAN MISi PENGURUSAN HUttAN PROVINSISUMATERA UTARA

4.l Visi

4.2 Misi

BAB V.     ANALISA KEKUATAN′ KELEMAHAN′ ANCAMAN DAN PELUANG

BAB VI.    KEBIJAKAN DAN STRATEGI

BAB V‖ .   丁ARGEtt DAN KONTRIBUSI MANFAAT EKONOMI′  SOSIAL′  DAN
LINGKUNGANSEKttOR KEHUttANAN PADA PEMBANGUNAN PROVINSi

BAB V‖ 1.   PENUTUP
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2.1.Kondisi Umum, Potensi dan
Realitas Kawasan Hutan Provinsi
Sumatera Utara

2.2. Kondisi Kelembagaan Sektor
Kehutanan Provinsi

2.3. lsu Strategis Terkait Pengurusan
Hutan diWilayah
Provi nsi/Ka b u pate n/Kota
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‖。POttENSI DAN REALITAS

2.L Kondisi umum dan Potensi Kawasan Hutan provinsisumatera Utara

2.1.1 Luas dan Fungsi Kawasan Hutan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-ll/2005

tanggal 15 Pebruari 2005,sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor SK.201lMenhut-ll/2006 tanggal 5 Juni 2006, telah ditunjuk

kawasan hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas t3.742.120 (tiga juta tujuh

ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) hektar. Dalam rangka penyesuaian

pemanfaatan ruang dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWp)

Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utaramelalui surat Nomor 52?/7585 tanggal

7 oktober 2aa9, Nomor 522/8939 tanggal 9 september zoLL, dan Nomor

522/8781/2012 tanggal L8 September 2012, mengusulkan perubahan peruntukan

fungsi kawasan hutan serta penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan

hutan di Provinsi Sumatera Utara kepada Menteri Kehutanan. Berdasarkan hasil

Penelitian Terpadu sesuai laporan Tim Terpadu Review RTRWP Sumatera Utara Utara

kepada Menteri Kehutanan Nomor 001/RTRW-Sumut/2012 tanggal 18 Oktober

2012, terdapat perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penunjukan

bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan, di provinsi sumatera

Utara.Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik lndonesia Nomor 47

P/HUM/2011- tanggal 2 Mei 2A12, Mahkamah Agung memerintahkan Menteri

Kehutanan Republik lndonesia untuk:

t. mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-ll/2005tentang

Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas

! 3.742.!20 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh)

hektar, tanggal 16 Pebruari 2005;

2. menerbitkan Surat Keputusan baru tentang Penunjukan Kawasan Hutan di

Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, atau

dengan memperhatikan RTRW Kabupaten/Kota yang baru, sebagai akibat

terjadinya pemekaran-pemekaran beberapa wilayah Kabupaten di Provinsi

Sumatera Utara.
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Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka untuk menjamin kepastian

hukum atas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara, maka Menteri Kehutanan

menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.579/Menhut-ll/2014 tanggal

24 Juni 2Ot4 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan

perkembangan pengukuhan kawasan hutan berupa penataan batas kawasan hutan,

penetapan kawasan hutan dan perubahan peruntukan serta perubahan fungsi

kawasan hutan sampai dengan tahun 2017 telah ditetapkan dengan Keputusan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8088/MENLHK-

PKTL/KUH/PLA.2|3/2OIS tanggal 13 Maret 2018 tentang Peta Perkembangan

Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Tahun 2Afi.

Berdasarkan keputusan tersebut di atas, luas kawasan hutan Provinsi Sumatera

Utara seluas t 3.009.2L2,27 hektar atau 41.,52% dari luas wilayah daratan dengan

rincian sebagaimana pada Tabel 2.L dan Gambar 2.1.

Sumber: Analisis S/G

jo.KepmenLHK
Peta Lampiron Kepmenhut Nomor : 5K.579/Menhut-ll/2014
Namor : 5K.BA88/M EN LH K-PKTL/KU H/PLA.2/3/20L8

oarrrbar 2.1. Petd Kdwasdn Hulan Pr0vinsi5umatera Ulara

Tabel2.1. Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsidi Provinsi Sumatera Utara

1ヽ∩

1. Hutan Konservasi (KSA/KPA/Taman Buru) ! 421.1,50,87 L4,00

2. Hutan Lindung ! 1".199.236,17 39,85
（３ Hutan Produksi Terbatas (HPT) r 634.938,43 21,,10

4. Hutan Produksi Tetap (HP) t 674.956,33 22,42

5. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) ! 79.030,49 2,63
Jumlah : t 3.009.212,2f 100,00
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2.1.2 Kondisi Kawasan Hutan Sumatera Utara

Penutupan lahan pada kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara menurut

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel

2.2 dan Gambar 2.2. Luas kawasan hutan per kabupaten di Provinsi Sumatera Utara

dapat dilihat pada Tabel 2.3 Sedangkan kawasan hutan dalam pembagian pola ruang

pada RTRWP dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.2. Penutupan Lahan di Provinsisumatera Utara

Kode

1 2001 Hutan Lahan Kering Primer 572.299,93 1.9,02
2 2002 Hutan Lahan Kering Sekunder 889.216,38 29,55
3 2004 Hutan Mangrove Primer 1.155,99 0,04

4 2006 Hutan Tanaman L41.947,17 4,72
5 2007 Belukar 206.909,50 o,66
6 2010 Perkebu na n 249.058,07 8,28
7 2012 Permukiman 5.167,83 0′ 19

8 2014 Tanah Terbuka 29.867 3A 0,99
9 5001 Tubuh Air 2.201.,79 0,07
10 20041 Hutan Mangrove Sekunder 29.129,73 0,97
11 20051 Hutan Rawa Sekunder 43.470,1,5 1,44
12 20071 Belukar Rawa 18.864,20 0,63
13 20091 Pertanian Lahan Kering 295.127,35 9,91
14 20092 Pertanian Lahan Kering Campur 496.849,4L l-6,51
15 20093 Sawah 8.821,80 0,29
16 20094 Tambak 11.400,90 0,38
17 20122 Transmigrasi 7f 5,78 0,03
18 20141 Perta m ba nga n 52,48 0,00
19 50011 Rawa 3.225,93 0,1,1
20 Tak ada data 3.084,67 0,10

lumlah : 3.449.212,?5 1UU

Sumber : Dit. IPSDH Kementerion Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tohun 2019

Gambar 2.2. Peta Penutupan Lahan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019
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Tabel 2.4. Kawasan hutan dalam pembagian pola ruang

Pola Ruang

Hutan Suaka Alam 427.008 13ノ97
Hutan Lindung 1206881 39′49
Hutan Produksi Tetap 704452 23,05

Hutan Produksi Terbatas 641769 21′ 00
Hutan Produksi Konversi 75684 2′ 48

Jumlah : 3.055795 100
Sumber : Lompiron XVll Peroturqn Daerqh Prov. Sumatera tJtora Na: 2 Tahun 20L7 tentong RTRW7

Sumut 20L7-2037

Berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor SK.306/MenLHK/PDASHL/DAS.Al7 /2OlS tentang Penetapan Lahan

Kritis dan Klasifikasi DAS Tahun 2019 pada Wilayah Kerja BPDAS HL Wampu Sei Ular

dan BPDAS Asahan Barumun, lahan kritis pada Kawasan Hutan Provinsi Sumatera

Utara seluas + 372.880,7A Ha dan sangat kritis seluas t 296.562,69 Ha. Luas lahan

kritis tersebut tersebar pada 33 Kabupaten/Kota, rincian selengkapnya sebagaimana

Tabel 2.5 dan Gambar 2.3.

Tabel 2.5. Luas Lahan Kritis di Kawasan Hutan Provinsi sumatera Utara

Luas(Ha)     I   Luas(%)
Tidak Kritis 278.554′ 50 9′ 26

Agak kritis 1.725.831′ 09 57′ 35

Potensial Kritis 335,383′ 27 11′ 15

Kritls 372.880′ 70 12′39

Sangat Kritis 296562′ 69 9ノ 86

iumlah 3009212′27 100′ 00

Sυ鯛わeri 3PDハ S″ι″omρtr Sθノt//ar σan 3PDハ Sス saわσβ θarυ ttυn Taわυη 2θ19

Gambar 2.3. Peta Penyebaran Lahan Kritis di Provinsi Sumatera Utara

Rencono Kehutanan Tingkat Provinsi Sumatera L)tara Tahun 2021-204A 14

Luas (Ha) Luas (%)

Tinskat Kekritisan
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2.1.3 Kondisi DAS disumatera Utara

Berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor sK.304/MENLHK/pDASHL/DAS.o/7/2018 tanggal 5 Juli 2018

tentang Penetapan Peta Daerah Aliran Sungai, pada Kawasan Hutan provrnsi

Sumatera Utara terdapat sebanyak 193 Daerah AIiran Sungai (DAS) yang merupakan

wilayah pengelolaan Balai Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung

(BPDASHL) Krueng Aceh sebanyak 2 DAS, BPDASHL wampu sei Ular sebanyak

34 DAS, BPDASHL Asahan Barumun sebanyak 149 DAS, BPDASHL Agam Kuantan

sebanyak 5 DAS dan BPDASHL tndragiri Rokan sebanyak 4 DAS.

Tabel 2.6. Wilayah Kerja BPDASHL di Kawasan Hutan ProvinsiSumatera Utara

No Wilayah Kerja 」umlah DAS
Luas DAS

Ha %
1 BPDASHL Krueng Aceh 2 DAS 1.101,,77 4,04
2 BPDASHL Wampu Sei Ular 34 DAS 849.647,53 28,23
3 BPDASHL Asahan Barumun 148 DAS 1.93f .783,90 64,40
4 BPDASHL Agam Kuantan 5 DAS 3.465,1,9 0,12
〓
υ BPDASH L lndragiri Rokan 4 DAS 217.213,94 1))

Grand Total 193 DAS 3.009.21.2,27 100,00

sumber : Anqlisis slG Dinas Kehutonan provinsi sumotera utaro 202a.

Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) diklasifikasikan terdiri atas DAS

dipertahankan dan dipulihkan. Penentuan klasifikasi tersebut didasarkan pada

penilaian terhadap parameter lahan, tata air, sosial ekonomi kelembagaan, investasi

bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah. Berikut data Klasifikasi Daerah Aliran

Sungai di dalam Kawasan Hutan di provinsi Sumatera Utara.

Sumber : BPDAS-HL WU, Asqhon Borumun, Krueng Aceh, Agam Kuantan dan lndrogiri Rokon Tahun
2078

Tabel 2.7' Data Klassifikasi DAS di dalam Kawasan Hutan di Provinsisumatera Utara

No Wilayah Pengelolaan DAS
Klassifikasi DAS (Ha)

Luas (Ha)
Dipertahankan Dipulihkan

1 BPDASHL Krueng Aceh 124,03 977,74 1.101,,77
つ
４ BPDASHL Wampu Sei Ular 193.269,69 656.377,79 849.647 ,47
３^ BPDASHL Asahan Barumun 1,.01.3.704,14 924.079,91 1_,937.783,94
4 BPDASHL Agam Kuantan 307,73 3.1,57,46 3.465,19
Ｅ
つ BPDASHL lndragiri Rokan 1999,10 2I5.224,73 217.213,94

Jumlah 1..209,394,68 1799817′ 53 3.009.21,2,27
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2.L.4. Realitas Penggunaan Kawasan Hutan

Penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagian

kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang

mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan dan dilakukan tanpa

mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas

dan jangka waktu tertentu serta kelestarian Iingkungan dengan mekanisme

kerjasama ataupun izin pinjam pakai kawasan hutan. Adapun pemegang lzin pinjam

Pakai Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara disajikan dalam Tabel 2.g dan

pemegang perjanjian kerjasama penggunaan kawasan hutan di Provinsi Sumatera

Utara disajikan dalam Tabel 2.9.

Tabel 2.8. Perkembangan lzin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara
Sa Desember 2020

Kabupaten 」enis iPPKH Luas IPPKH (Ha)

Asahan Non Tambang 321,99
Dai「 | Tambang 23.859,50

Non Tambang 55/5_L

Deli Serdang Non Tambang 430,48
Humbang Hasundutan Non Tambang 29,1"9
Karo Non Tambang 541,45

Tambang 94,1.8
Labuhanbatu Utara Tambang 15,94
La ngkat Tambang 8.889,60

Non Tambang
104,43

Mandailing Natal Tambang 73.39f ,31
Non Tambang 1..948,94

Padanglawas Tambang 42,01
Pakpak Bharat Non Tambang 239,93

Tambang 3.258,59
Samosir Non Tambang 0,03
Simalungun Non Tambang 133,1 1

Tapanuli Selatan Tambang 34.215,43
Tapanuli Tengah Non Tambang 52,19

Tambang 5.374,99
Tapanuli Utara Non Tambang 395,60

Tambang 3.680,49
Toba Non Tambang 256,99
Jumlah 1,53.314,57

Sumber: Dinos Kehutanan Pravinsi Sumatero Utaro Tahun 2a20
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Tabel 2.9' Perkembangan Kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan di provinsi
Sumatera Utara

Sumber : Dinos Kehutanan Provinsi Sumotero Utaro Tohun 2020

2.1,.5. Realitas Pemanfaatan Kawasan Hutan

Pemanfaatan kawasan dilakukan melalui kegiatan memanfaatkan ruang

tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat

ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya dengan cara

memanfaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu

serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk

kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

2.1..5.1Potensi Hasil Hutan Kayu

lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (tUPHHK-HA) adalah izin

usaha pemanfaatan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau

penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran hasil hutan kayu. Sedangkan

lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) adalah izin

usaha untuk membangun hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh

kelompok industri untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam

rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri.

Seiring dengan perkembangan kebijakan pembatasan produksi kayu dari hutan

alam dan semakin besarnya tekanan dunia (nasional dan internasional) terkait

pentingnya pelestarian hutan alam, cukup berdampak signifikan terhadap

penyediaan kayu yang berasal dari hutan alam. Namun di Sumatera Utara, yang

selama ini penyediaan kayu dari hutan alam berasal dari IUPHHK-HA masih terlihat

peningkatan. Diharapkan di masa yang akan datang, produksi kayu akan dapat

meningkat seiring dengan berkembangnya Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

di Sumatera Utara. Begitu pula untuk potensi hasil hutan kayu dalam Kawasan Hutan

produksi diharapkan dapat dikelola secara optimal dan lestari melalui pemberian

perizinan pengusahaan hasil hutan kayu yang semakin meningkat baik secara

kuantitas maupun kualitas.

KPH Wilayah Pemegang lzin Nomor SK Luas (Ha)
UPT KPH

Wilayah XV

Ka ba nja he

PLN s22 /7 88.bao98 PJlH Km .a.a 1. /w sU / 20
Penggunaan Kawasan Hutan untuk
Pembangunan .Jaringan Listrik Desa
pada Kawasan Hutan Lindung dan
Hutan Produksi Terbatas di Desa
Rimo Bunga Kec. Mardinding
Kabupaten Karo

!,73
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